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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pelaksanaan PKPA di Dinas Kesehatan meningkatkan pemahaman calon apoteker 

mengenai peran, fungsi, tanggung jawab apoteker dalam mendukung 

penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan program kesehatan di lingkungan 

pemerintahan. 

2. PKPA memberikan pengetahuan, keterampilan, wawasan, dan pengalaman praktik 

yang mendukung kemampuan calon apoteker dalam menjalankan tugas dan fungsi 

kefarmasian di Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. 

3. Melalui PKPA, calon apoteker memperoleh pemahaman mengenai berbagai bidang 

kefarmasian di Dinas Kesehatan, meliputi pengelolaan obat publik, program 

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), obat bahan alam dan kosmetik, 

pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional (POR), alat kesehatan dan 

PKRT, serta pengawasan pangan dan minuman. 

 

5.2 Saran 

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri dengan memperdalam 

pengetahuan mengenai regulasi, kebijakan kesehatan, serta ruang lingkup pelayanan 

kefarmasian di Dinas Kesehatan agar pelaksanaan PKPA dapat diikuti secara optimal 

dan memberikan manfaat yang maksimal. 

2. Dinas Kesehatan dan institusi pendidikan diharapkan terus memperkuat kerja sama 

dalam penyelenggaraan PKPA melalui pemberian pembekalan, bimbingan, serta 

kesempatan keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kefarmasian, sehingga 

kompetensi profesional calon apoteker dapat berkembang secara lebih komprehensif. 
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